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  TAX HOLIDAY BERLANJUT  

ANGIN SEGAR CALON PEMODAL
Bisnis, JAKARTA — Pemerintah memberikan angin segar kepada calon pemodal dengan memastikan insentif berbentuk tax 

holiday tetap diberikan pada tahun depan, kendati Indonesia terikat dalam konsensus mengenai global minimum tax atau pajak 
minimum global.
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K
epastian itu di-
sampaikan Kepala 
Badan Penanaman 
Modal (BKPM)/
Menteri Investasi 
Bahlil Lahadalia 

yang menegaskan bahwa tax 
holiday masih diberikan kepada 
calon investor kendati konsensus 
menyepakati implementasi pajak 
penghasilan (PPh) badan minimal 
15% berlaku pada 2022.

Hal itu pun turut ditegaskan oleh 
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, 
dan Hubungan Masyarakat Ditjen 
Pajak Kementerian Keuangan Ne-
ilmadrin Noor yang mengatakan 
insentif masih diberikan, tetapi 
tetap sejalan dengan arah kon-
sensus global.

“Ditjen Pajak tetap mengedepan-
kan kondisi wajib pajak untuk hak 
atas tax holiday maupun insentif 
perpajakan yang terkait, namun 
tetap sejalan dengan  konsensus 
global minimum tax,” jelas Neil 
kepada Bisnis, Kamis (28/4).

Konsensus pajak minimum glo-
bal tertuang di dalam Pilar 2: 
Global Anti Base Erosion yang 
disepakati Indonesia dan 135 ne-
gara lain dari seluruh dunia pada 
pengujung tahun lalu.

Sejalan dengan skema ini, oto-
matis perusahaan jumbo yang 
melakukan perencanaan pajak 
secara agresif atau aggressive tax 
planning melalui penempatan kan-
tor pusat di negara suaka pajak, 
tidak dapat mengelak dari kewa-
jiban perpajakannya.

Selain memberikan ambang batas 
minimum 15% tersebut, perusaha-
an–perusahaan yang menghasilkan 
lebih dari 10% keuntungan dari 
penjualan produk atau layanan 
di negara lain harus membayar-

kan pajak kepada negara tempat 
beroperasi dan juga negara asal.

Sejalan dengan itu, pemerintah 
wajib melakukan penyesuaian me-
ngenai fasilitas libur pajak dalam 
rangka mengamankan potensi pe-
nerimaan. Sebab, apabila Indonesia 
tetap memberikan fasilitas terse-
but atau menetapkan tarif pajak 
korporasi di bawah 15%, maka 
pemerintah kehilangan potensi 
penerimaan dari perusahaan.

Kehilangan potensi penerimaan 
itu disebabkan oleh ketentuan di 
dalam Pilar 2 yang memberikan 
kewenangan kepada negara domisili 
atau negara asal korporasi untuk 
memungut pajak, jika negara pasar 
menetapkan tarif di bawah 15%.

Di sisi lain, Pilar 2 juga menga-
komodasi fasilitas carve-out sebesar 
5%, yang membuka ruang bagi 
negara berkembang untuk tetap 
memberikan stimulus pajak sebagai 
sarana menarik investasi selama 
masa transisi 10 tahun.

Carve-out adalah mekanisme pe-
ngecualian yang bisa dimanfaatkan 
oleh negara berkembang untuk tetap 
memberikan insentif pajak atau 
memberlakukan tarif PPh Badan 
di bawah tarif global minimum 
tax yang disepakati yakni 15%.

Adapun, ketentuan carve-out 
yang tercakup di dalam konsensus 
itu bertarif sebesar 5%. Artinya, 
negara berkembang termasuk In-
donesia bisa memberlakukan tarif 
PPh Badan 5% lebih rendah dari 
tarif pajak minimum sebesar 15%.

Deputi Bidang Pengendalian 
Pelaksanaan Penanaman Modal 
BKPM/Kementerian Investasi Imam 
Soejoedi menambahkan, dalam 
praktiknya, tax holiday juga di-
berikan dengan sangat selektif.

Insentif ini hanya dapat di-

manfaatkan oleh industri pionir 
yang memberikan efek berganda, 
penyerapan tenaga kerja cukup 
besar, serta berkontribusi pada 
pertumbuhan ekonomi baik do-
mestik maupun nasional.

“Tax holiday tidak diberikan 
kepada seluruh sektor investasi, 
tetapi hanya beberapa terutama 
yang masuk ke dalam kategori 
pionir,” kata Imam.

Dia menambahkan, menghapus 
sepenuhnya insentif jenis ini me-
mang cukup berisiko. Musababnya, 
negara tetangga seperti Vietnam 
dan Thailand juga memberikan 
pemanis yang serupa dalam rangka 
menarik minat pemodal.

DISAMBUT PENGUSAHA
Sementara itu, kalangan pelaku 

usaha menyambut baik keputusan 
pemerintah untuk tetap memberi-
kan tax holiday kepada investor.

Wakil Ketua Umum Koordinator 
Bidang Organisasi, Hukum, dan 
Komunikasi Kamar Dagang dan 
Industri (Kadin) Indonesia Yukki 
Nugrahawan mengatakan investasi 
memang butuh pemanis guna 
menjaga persaingan Indonesia di 
kancah global.

“Investasi kan persaingan yang 
sifatnya bukan hanya di nasional, 
daerah, melainkan juga global. Jadi, 
kecepatan [proses], juga pemberian 
hal-hal [insentif] seperti itu sangat 
dibutuhkan,” kata dia.

Senada, Ketua Bidang Kajian 
Akuntansi dan Perpajakan Asosiasi 
Emiten Indonesia Ajib Hamdani 
menyuarakan dipertahankannya 
tax holiday menjadi pendorong 
pemerintah untuk mampu me-
realisasikan target investasi, baik 
pada tahun ini maupun tahun-
tahun mendatang.

“Dari sisi pengusaha ini sangat 
menarik. Tinggal bagaimana du-
kungan ekosistem bisnis bisa stabil 
karena pajak hanya salah satu 
instrumen dalam keputusan in-
vestasi,” ujarnya.

Dalam kaitan konsensus global, 
Ajib menyarankan pemerintah 
untuk melakukan evaluasi secara 
detail mengenai skema tax holiday 
sehingga insentif yang diberikan 
mulai tahun depan tidak berten-
tangan dengan Pilar 2.

Selain itu, otoritas fi skal juga 
bisa mulai menyesuaikan sasaran 
insentif sehingga bisa lebih efektif 
dalam mengakselerasi pertumbuh-
an ekonomi. “Pemerintah perlu 
merancang formula pemberian 
insentif fi skal seperti apa yang 
lebih tepat sasaran,” katanya. 

 

“Ditjen Pajak tetap 
mengedepankan 
kondisi wajib pajak 
untuk hak atas tax 
holiday maupun 
insentif perpajakan 
yang terkait, namun 
tetap sejalan dengan  
konsensus global 
minimum tax.

Komitmen
85 penanaman modal

82 wajib pajak

Rencana investasi Ro1.261,2 triliun

Penyerapan tenaga kerja 107.357 orang

Realisasi
3 penanaman modal

3 wajib pajak

Investasi Rp27,15 triliun

Tenaga kerja 345 orang

Komitmen
186 penanaman modal

161 wajib pajak

Rencana investasi Rp305,9 triliun

Realisasi
71 penanaman modal

Investasi Rp27,15 triliun 
& US$8,5 miliar

Realisasi Pemberian
Insentif (2018-11 Oktober 2020)

Sumber: BKF BISNIS/HUSIN PARAPAT
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